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Tentang Perubahan atas Undang-Undang I\}omor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan Undang-Undang Jabatan
Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan ada 3 (tiga) fungsi akta
otentik bagi para pihak yang berjanji atau membuatnya, yaitu:

1. Sebagai alat bukti para pihak yang bersangkutan telah mengadakan suatu

perjanjian.



2. Sebagai alat bukti bagi para pihak bahwa apa yang telah tertulis dalam
perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
3. Sebagai alat bukti pada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali

jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan

bahwa isi pe L m‘tﬁﬂ&li&&a@m M@Q§ @ pihak,
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yang dibuat dihadapan atau oleh notaris, maka seorang notaris harus berpedoman
di dalam pembuatan akta yang bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38

Undang-Undang Jabatan Notaris. Pengaturan mengenai notaris pengganti diatur

1 salim, HS, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta,
2006, him. 43.

2 Putri AR, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris
Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana),Sofmedia, Jakarta, 2011, him 8.



dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh notaris tentu akan

erugikan para pihak yang

ataupun ol:
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dan fungsinya sebagaimana mestinya. Notaris pengganti sangat diperlukan untuk
memenuhi dan melayani masyarakat untuk membuat akta otentik sehingga
pelayanan dalam pembuatan akta otentik tidak terganggu dan berjalan
sebagaimana mestinya.

Notaris pengganti yang akan menjalankan fungsi notaris sebelumnya,

dalam hal ini menjadi sangat menarik dikarenakan notaris pengganti tersebut



bukanlah berasal dari seseorang yang telah mendapatkan pendidikan di Magister
Kenotariatan akan tetapi notaris tersebut diangkat sebagai notaris pengganti
sebagaimana yang terdapat pada Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
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otentik. Profesi notaris dituntut juga untuk berkesinambungan, yang berarti bahwa
siapa saja yang menjalankan jabatan notaris dan berhalangan untuk menjalankan
jabatan tersebut wajib untuk memberikan kewenangannya kepada orang lain
dalam memberikan pelayanan jasa, kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum
kepada masyarakat. Dan yang berhak untuk mendapatkan kewenangan tersebut

berdasarkan undang-undang jabatan notaris adalah notaris pengganti



Proses pengangkatan notaris pengganti diajukan oleh notaris kepada MPD
(Majelis Pengawas Daerah) dengan suatu alasan tidak dapat menjalankan
jabatannya seperti cuti karena sakit atau menjalankan ibadah Haji atau umroh dan

notaris pengganti dilantik oleh Kementerian Hukum dan Ham atas nama Menteri

dan dilakukan pela#

ris yang

gt sebagai
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untuk tidak menolak apa yang dikatakan. atau diarahkan oleh notaris, karena
notaris pengganti tersebut sebelumnya merupakan karyawan dari notaris yang
digantikannya. Disamping itu sebahagian besar notaris pengganti masih kurang
memiliki pengetahuan atau ketidaktahuan, kurangnya pengalaman, atau

kurangnya jam terbang, begitu pula dengan kesalahan notaris pengganti yang

3 Dr.Habib Adjie,SH. M.Kum, Sanksi Perdata Adinistratif Terhadap Notaris, Refika Aditama,
Jakarta 2013, him 42



disebabkan olen minimnya pengetahuan notaris pengganti tersebut terkait
persoalan diinginkan oleh para pihak yang menghadap baik dari aspek

pengetahuan, aspek hukum maupun dari aspek yang berkaitan dengan keahlian

notaris.
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B. Perumusan Masalah
Berdasarkan apa yang telah diutarakan pada latar belakang masalah
tersebut di atas, dan untuk memberi ruang lingkup penelitian atau memberikan

batasan terhadap permasalahan yang akan_diteliti, maka penulis merumuskan

notaris pengganti  dan

kewenangannya.
c. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang

dibuat oleh notaris pengganti Kota Padang.



D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, akan memberikan manfaat baik
bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang diharapkan
akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan

praktis, yaitu:
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kemajuan pengetahuan, dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah
bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa

tesis.



E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan
dilakukan, sepanjang pengetahuan penulis belum ada ditemuinya suatu karya
ilmial yang sesuai dengan judul yang akan diteliti, kesamaannya terletak pada hal

yang berhubungan dengan Notayi
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agar penandatanganan dihadapan Notaris, melengkapi berkas berkas yang

dibutuhkan oleh Notaris, mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh
undang undang.
b. Mekanisme mal administrasi kantor Notaris adalah seperti tidak hadirnya

Notaris dalam penandatanganan akta oleh penghadap di dalam suatu akta



yang menyebabkan akan terjadinya pelanggaran Mal Administrasi itu
sendiri.
Akibat hukum atas tidak terselenggaranya perbuatan Notaris sesuai

ketentuan Pasal 16 UUJN yang merupakan mal administrasi Notaris
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dalamnya, demikian juga ﬁ"ﬁ :

juga tidak lepas dari pengaturan mengenai sanksinya. Demikian juga
proses atau prosedur yang akan digunakan oleh MPDN juga
merujukpada ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik. Artinya
penerapan penegakan hukum melalui prosedur yang ada, jenis

kesalahan dan sanksi yang dijatuhkan juga sesuai dengan tingkat dan
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penerapan sanksinya. Penegakan hukum yang dilakukan oleh MPDN
Kota Padang, masih terbatas pelaksanaan kunjungan dan pemberian
masukan agar pada masa mendatang Notaris melakukan perubahan

atas kerja dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu,

yary
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dan memberikan pertimbangan, namun pelaksanaannya MPDN
mengambil putusan, baik melakukan teguran maupun pengusulan
pemberhentian. Demikian juga mengenai kesadaran hukum anggota
dalam pendanaan organisasi yang belum terformat secara rutinitas

sehingga menganggu aktifitas organisasi, baik dalam penyediaan
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sarana dan prasarana serta tidak adanya sosialisasi mengenai MPD
kepada masyarakat. Demikian juga adanya hambatan dalam
pengambilan putusan terhadap sesama teman seprofesi yang

mempunyai ikatan emosional.

dengan

| tesis ini
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F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis
Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis,

sebagaimana dikemukan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan

. Untuk

relevan

adalah apgs I3 =GRRa tnen sopk  " hukum,

asas-asas : 3t Sori halisis dan

menerang ki ANERETET: BVAN untuk
menjawab}

Teori artinya

‘~5,-ﬁ-:.51':§:;!~'§<5‘-':":a?'r29‘ "l;'” u bentuk

masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan
cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang di bahas. Fungsi
teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa

pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-

4 Salim, HS, Perkembangan Teori Dalam IImu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, him. 54.
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pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan
peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakan fungsi dan
kegunaan sebagai suatu pendoman untuk menganalisis pembahasan tentang
peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

Teori Kewenanggn

N|VERSITAS

f & ada alat

Nk
tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum, atau
kewenangan untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna

melaksanakan tugas-tugas untuk mewujudkan kepentingan umum dan

kesejahteraan sosia atau warga negara.’

5 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, him 17.

14



Pemberian Freies ermessen kepada pemerintah atau administrasi
kewenangan yang luas untuk melakukan berbagai tindakan hukum
dalam rangka melayani kepentingan masyarakat atau mewujudkan

kesejahteraan umum, dan ntuk melakukan tindakan itu diperlukan

yairy
. IOy

NIHeEnnentenaes:
A BT Ta i Trms

2UNY,
. Delegasi

organ pemerintah kepada organ en%erintah lainnya.
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintah  mengizinkan

kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

¢ Ibib
" Log Cit him 104
8 Ibid him 105
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b. Teori Kepastian Hukum
Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:
1) Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu
mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh

dilakukan;

VIV o Ty,
Y8 -~

d putusan

ya, untuk

igtid TTdRIRALTYq, al

AGAT Ol U]
hakim, kalangan ilmuan hukum *akam: -i“-'{*\“ dang hukum dari sudut profesi

keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang
mereka dan sebagainya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa
dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normative

adalah ketika suatu peraturan dubuat dan diundangkan secara pasti karena

° Peter Mahmud Marzuki, Pengantar IImu Hukum, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media
Group, tahun 2009, Jakarta, him 158
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mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-
raguan (Multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistim norma dengan
norma lain sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma.

c. Teori tanggung jawab hukum

merupakan teori yang
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bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:
“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum

disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu

10 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan
Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, him. 7.

11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka)hlm.899.
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jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi
karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat

yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:
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individu
din;
seorang

d sengaja

e

-

FanAang .011aReK

(jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).

Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu liability (the

state of being liable) dan responsibility (the state or fact being responsible).
Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana liability menunjuk

pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko
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atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. Liability
didefenisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Liability juga
merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi

bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian,

ancaman, kejahatan, biaya_atas N ~yang menciptakan tugas untuk
....... ANDAL §a =

melaksand J}g _ 2" Mas: -vn datang.

Sedangkal{ EBs BEn b, AT '. di Junegan #lau suatu

kewajibarg : S\ ,~ B DUA il Kécakapan.

Responsil D .' : ' g-Undang

yang dil | ifjrugi atas
kerusaka

apam yaitu

1) Liabi derita. la

n adanya

ur yang

ti adanya

peristiwva atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan
peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-
peristiva guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan

peristiwa-peristiwa itu”.
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2) Strict liability(tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu
dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.*2
Fungsi teori pada penelitian tesis ini adalah memberikan arah atau
petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu, penelitian

aitu tentang tanggung jawab
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dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini
(pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

12 Koesnadi Hardjasoemantri, 1988, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta:Gajah Mada
University Press),him.334-335.
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Akta otentik, di dalam ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa akta notaris adalah akta otentik
yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang

ditetapkan dalam Undane o Edarmekan, pengertian akta otentik

VERSTHAS XREAY
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G. Metode Penelitian
1. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat

pegerapan dilapangan dan

DA
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3. Jenis dam QMM’ T o 15 AN O
= AV Y
Dalam penelitian ini, data yang tdrgtinakan adalah:
a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui
wawancara dengan responden yaitu notaris.
b. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan-bahan hukum seperti:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat

seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, diantaranya:
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a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengengibake ..m‘:.

ROI1?

, DETEL AN

AN ________ -

| v,“__..f rﬂilh‘vis::-’l~"1_r!_-‘f}j:-'

berikut:

a. Penelitian kepustakaan (library research) vyaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara mengunjungi  perpustakaan  guna
mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen
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meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi
dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari

landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari

; agan objek yang akan

:
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penelitian kembalTter] adk m::,o* \‘ 5“:,.—-\..\, élﬁ(éf ﬁrﬁo‘rmam yang
B d \
dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat

meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis.
Coding, setelah melakukan pengeditan, akan diberikan tanda-tanda tertentu
atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yang relevan atau betul-

betul dibutuhkan.
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Analisis data yang akan digunakan kualitatif yaitu uraian terhadap
data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat
para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah

dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan
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